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ABSTRAK 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan 

produk hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden 

dalam rangka mengatasi permasalahan tumpang tindih peraturan perundang-

undangan di Indonesia guna menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, dengan 

dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terjadi 

penolakan dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat merasa undang-

undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dengan melakukan gugatan pengujian undang-undang atau 

judicial review kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi sendiri telah 

mengeluarkan putusan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 11  Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-

XVIII/2020 yang dimana memutus bahwasannya Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat dan dinyatakan 

bahwasannya undang-undang ini cacat formil. Persoalan ini muncul  dengan 

bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja yang dimana dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi cacat secara 

formil, kemudian implikasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-

XVII Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau bahan sekunder. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini 

adalah Pertama pembentukan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja  yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden 

menggunakan metode omnibus yang metode ini belum diatur dalam aturan 

pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah dilakukan 

pengujian formil di Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan putusan 

inkonstitusional bersayarat yang di dalam amar putusannya menyatakan 

bahwasannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 selama belum ada perbaikan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Presiden dalam tenggat waktu dua tahun. Apabila tidak adanya perbaikan 

yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden maka Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional 

secara permanen. 

 


